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A. PENDAHULUAN
1. Konteks Penelitian

Pendidikan telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap
kemajuan suatu bangsa dan merupakan sebagai wahana dalam
menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun
watak bangsa. Menyadari akan hal ini, pemerintah melakukan perubahan
dan penyempurnaan pengelolaan pendidikan dari sentralisasi menjadi
desentralisasi. Penerepan desentralisasi ke dalam manajemen pendidikan
menghadirkan sekolah sebagai suatu lembaga yang memiliki otoritas dan
kewenangan yang tidak lagi tergantung kepada kebijakan dan birokrasi
pemerintah. Dengan konsep desentralisasi, sekolah memiliki kemandirian
untuk mengelola lembaganya melalui Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS).

Pelaksanaan manajemen sekolah yang efektif dan efisien menuntut
pelaksanaan manajemen secara terpadu dan terintegrasi dalam
pengelolaan bidang-bidang kegiatan manajemen pendidikan, melalui
manajemen sekolah yang efektif dan efisien tersebut, diharapkan dapat
memberikan konstribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara
keseluruhan.'

Dalam UU No 25/2000 tentang Program Pembangunan

Nasional (Propenas), komite sekolah merupakan amanat rakyat. Amanat

" E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi (Bandung:
Rosdakarya, 2005), 21.



ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah yang telah memposisikan
kabupaten atau kota sebagai pemegang kewenangan yang
bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan, bahkan dalam
beberapa hal penyelenggaraan pendidikan telah diberikan pada satuan
pendidikan. Dengan kata lain keberhasilan penyelenggaraan pendidikan
tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat melainkan juga
pemerintah provinsi, kabupaten, pihak sekolah, orang tua dan masyarakat
atau stakeholder.

Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat
(community based participation) dan manajemen berbasis sekolah
(school based management) yang kini tidak hanya menjadi wacana tetapi
mulai dilaksanakan di Indonesia. Kegiatan perencanaan pendidikan dan
kegiatan pendidikan tidak pernah terlepas dari masyarakat sekitarnya,
sebab ada hubungan saling memberi, saling mendukung dan saling
menguntungkan antara lembaga pendidikan dan masyarakat.3 Hal ini
juga mengharapkan masyarakat agar ikut serta bertanggung jawab
terhadap kemajuan dan kelancaran proses pendidikan dalam lembaga,
sedangkan lembaga pendidikan juga diharapkan dapat bekerjasama
secara erat dengan masyarakat. Konsekuensi dari hubungan tersebut
adalah mengakomodasikan aspirasi, harapan dan kebutuhan stakeholder
sekolah sehingga perlu dikembangkan suatu wadah untuk menampung
dan menyalurkannya, yaitu di dalam wadah komite sekolah.

Pemerintah  melalui ~ Departemen  Pendidikan  Nasional
mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No
044/4/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Komite dan Dewan Sekolah.
Keputusan tersebut merupakan payung hukum bagi pembentukan komite
sekolah di tiap satuan sekolah secara nasional. Sebenarnya jika dilihat
dari sejarah sekolahan, masyarakat telah berperan penting dalam upaya

meningkatkan kualitas pendidikan antara lain dengan terbentuknya

* E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi ...,15.
’ M. pidarta, Perencanaan Pendidikan Partisipasi dengan Pendekatan Sistem, (Jakarta : Rineka
Cipta, 1990),18.



persatuan orang tua wali murid atau POMG, setelah itu mengalami
peningkatan dengan dimunculkannya Badan Pembantu Penyelenggara
Pendidikan (BP3) dan pada dekade yang sama dibentuk pula komite
pendidikan di beberapa sekolah yang memiliki program khusus.*

Semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite
sekolah, dapat dikatakan hampir semua sekolah telah memiliki komite
sekolah yang mewakili masyarakat untuk mengakomodasi aspirasi,
harapan dan kebutuhan stakeholder sekolah. Dalam UU No. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan salah satu misi
pendidikan adalah memberdayakan peranserta masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi daerah dalam
konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian
masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan
yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program
pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
Komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta
masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi
pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan
prasekolah, jalur pendidikan Sekolah, maupun jalur pendidikan luar
Sekolah. Komite Sekolah yang berkedudukan di setiap satuan pendidikan
merupakan badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hierarkis
dengan lembaga pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pendidikan,
komite sekolah turut berkontribusi dalam memanfaatkan potensi yang
ada, sehingga semua potensi itu dikembangkan secara maksimal sesuai
kapabilitas masing-masing.

Namun demikian, setelah kurang lebih 12 tahun berjalan,
keberadaan komite sekolah di suatu lembaga pendidikan tidak selalu di

fungsikan dengan baik atau tepat dalam melaksanakan peran dan fungsi

* Salladien, Komite Sekolah dan Kaitannya dengan Implementasi KBK.Makalah Seminar(7 Juli
2004). Fakultas MIPA ( Malang: Universitas Negeri Malang, 2004), 19.



sebagai mitra sekolah. Akibatnya komite sekolah hanya sebagai
pelengkap struktural, komite sekolah juga hanya terlihat saat
diadakannya acara-acara yang melibatkan anak muridnya, jadinya
terkesan hanya sebagai tamu undangan yang menghadiri sebuah acara
yang diadakan oleh pihak satuan pendidikan. Selain itu komite hanya
difungsikan sebagai alat pengumpul dana untuk membiayai program fisik
sekolah, komite hanya di libatkan dalam agenda rapat tanpa ikut serta
dalam implementasi program sekolah, bahkan tidak mengetahui program
yang di jalankan lembaga pendidikan yang menjadi mitranya, sehingga
tidak terjadi komunikasi dan pertukaran pemikiran untuk meningkatkan
mutu pendidikan antara Kepala Sekolah dan Komite Sekolah di satuan
pendidikan tersebut serta tidak dapat mencari solusi terhadap masalah-
masalah yang sedang dialami satuan pendidikan. Penyebab yang sering
diperbincangkan atas masalah yang terjadi pada Komite Sekolah saat ini
adalah adanya “Disfungsi Komite Sekolah”, yang menyebabkan peranan
Komite Sekolah sebagai jembatan penyalur aspirasi masyarakat tidak
berjalan dengan semestinya, padahal keberadaan dan peran komite
sekolah sangatlah penting untuk pengembangan kualitas pendidikan.
Maka dari itu, penting untuk melakukan tinjauan ulang terkait peran
komite sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.
Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah perlu diperbaiki dan
dibenahi selaras dengan tuntutan kualitas pendidikan yang dilandasi pada
kesepakatan, komitmen, kesadaran, dan kesiapan membangun
cakrawala budaya baru dan profesionalisme dalam mewujudkan
masyarakat sekolah yang penuh loyalitas dan dedikasi tinggi pada
peningkatan mutu sekolah.” Dengan menggandeng keberadaan komite
sekolah diharapkan komitmen awal untuk memajukan kualitas
pendidikan akan terwujud dalam peningkatan mutu bagi sekolah dan
pendidikan nasional. Dengan melihat kesenjangan tersebut disusunlah

penelitian ini dan peneliti ingin menggali data lebih otentik lagi tentang

5 Ibid.7.



“PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN
BERBASIS SEKOLAH (Studi Multi Kasus di MTs Ma’arif NU Kota
Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung)”.
2. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini adalah peran komite sekolah dalam
implementasi manajemen berbasis sekolah yang di jabarkan ke dalam
empat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1) Bagaimana peran komite sekolah sebagai badan pemberi
pertimbangan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di
MTs Ma’arif NU Kota Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati
Ngunut Tulungagung?

2) Bagaimana peran komite sekolah sebagai badan pendukung dalam
implementasi manajemen berbasis sekolah di MTs Ma’arif NU Kota
Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung?

3) Bagaimana peran komite sekolah sebagai badan pengontrol dalam
implementasi manajemen berbasis sekolah di MTs Ma’arif NU Kota
Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung?

4) Bagaimana peran komite sekolah sebagai badan mediator dalam
implementasi manajemen berbasis sekolah di MTs Ma’arif NU Kota

Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung?

B. Kajian Teori
1. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
a. Pengertian MBS

Nurkolis menyatakan Manajemen Berbasis Sekolah berasal dari
tiga kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen
merupakan proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk
mencapai sasaran. Berbasis memiliki kata dasar basis yang berarti
dasar atau asas. Sekolah merupakan lembaga untuk belajar dan
mengajar serta tempat menerima dan memberikan pelajaran.

Berdasarkan makna leksikal tersebut maka MBS dapat diartikan



sebagai penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah itu
sendiri dalam proses pengajaran atau pembelaj aran.’
Implementasi MBS

Implementasi manajemen berbasis sekolah pada hakikatnya
adalah pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dengan
tujuan akhirnya meningkatkan mutu hasil penyelenggaraan pendidikan
sehingga bisa menghasilkan prestasi yang sebenarnya melalui proses
manajerial yang mapan.7 Artinya, dalam konteks ini, sekolah
memiliki wewenang untuk mengambol keputusan sebab keputusan

akan benar sesuai dengan kebutuhan dan realitas proses belajar

mengajar dalam konsep MBS yang utuh.

2. Komite Sekolah

a. Pengertian Komite Sekolah

Menurut Sagala Komite Sekolah merupakan organisasi
masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas
perduli terhadap peningkatan kualitas di daerahnya.8 Kemudian
Irawan menjelaskan bahwa komite sekolah merupakan institusi yang
dimunculkan untuk menampung dan menyalurkan partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan
pendidikan.9
Peran Komite Sekolah

Keberadaan Komite Sekolah harus bertumpu pada landasan
partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan
hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus

memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada.

6 Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi (Jakarta: PT Grasindo,

2005), 1.

7 Sri Minarti, Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri (Jogjakarta:
Ar-Ruzz Media, 2012), 76.
¥ Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Bandung: Alfabeta

2009), 251.

® Ade Irawan et al, Mendagangkan Sekolah (Jakarta : Indonesia Corruption Watch, 2004), 42.



Adapun peran yang dijalankan Komite Sekolah adalah sebagai

berikut:

1) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan
pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.

2) Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial,
pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di
satuan pendidikan.

3) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan
pendidikan.

4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di
satuan pendidikan.10

Komponen dan Indikator Kinerja Komite Sekolah

Komponen dan indikator kinerja Komite Sekolah tidak dapat
dilepaskan dari keterkaitan dengan peran yang dilakukannya, yakni
sebagai badan pertimbaangan (advisory agency), pendukung

(supporting agency), pengawas (controlling agency), dan badan

mediator (mediator agency). Berkaitan dengan peran Komite Sekolah

tersebut, tercakup di dalamnya pelaksanaan berbagai fungsi badan-

badan tersebut dan fungsi manajemen pendidikan. H

1) Komite Sekolah Sebagai Badan Pertimbangan (Advisory Agency)

Indikator kinerja Komite Sekolah dalam perannya sebagai

badan pertimbangan dapat diamati pada Tabel 1.

Peran Komite Fungsi Manajemen Indikator Kinerja
Sekolah Pendidikan
Badan 1. Perencanaan Sekolah a. Identifikasi sumber daya pendidikan
Pertimbangan dalam masyarakat
(Advisory b. Memberikan masukan untuk
Agency) penyusunan RAPBS
Menyelenggarakan rapat RAPBS

' Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan

Komite Sekolah.

" Tim Pengembangan Komite Sekolah Ditjen Dikdasmen Depdiknas, Indikator Kinerja
Komite Sekolah, dalam http://dpjp.wordpress.com/2007/04/28/indikator-kinerja-komite-sekolah/.
diakses pada tanggal 06 Maret 2016 pukul 14.50 WIB.


http://dpjp.wordpress.com/2007/04/28/indikator-kinerja-komite-sekolah/.%20diakses
http://dpjp.wordpress.com/2007/04/28/indikator-kinerja-komite-sekolah/.%20diakses

c. Anggaran

c. (sekolah, orang tua siswa,

masyarakat)

Memberikan pertimbangan
d. perubahan RAPBS

Ikut mengesahkan RAPBS bersama
e. kepala sekolah.

2. Pelaksanaan a. Memberikan  masukan  terhadap
Program proses pengelolaan pendidikan di
a. Kurikulum sekolah
b. PBM b. Memberikan ~ masukan  terhadap
c. Penilaian proses pembelajaran kepada para

guru

3. Pengelolaan = Daya |a. Identifikasi potensi sumber daya
Sumber Pendidikan pendidikan dalam  masyarakat
a. SDM b. Memberikan pertimbangan tentang
b. S/P tenaga kependidikan yang dapat

diperbaharui di sekolah

. Memberikan pertimbangan tentang

sarana dan prasarana yang dapat
diperbantukan di sekolah

. Memberikan pertimbangan tentang

anggaran yang dapat
dimanfaatkan di sekolah

2) Komite Sekolah sebagai Badan Pendukung (Supporting Agency)

Indikator kinerja Komite Sekolah dalam perannya sebagai

badan pendukung dapat diamati pada Tabel 2.

Peran Komite

Fungsi Manajemen

Indikator Kinerja

Sekolah Pendidikan
Badan Pendukung |1. Pengelolaan Sumber Daya |a. Memantau kondisi ketenagaan
(Supporting pendidikan di sekolah
Agency)

b. Mobilisasi guru sukarelawan
untuk menanggulangi
kekurangan guru di sekolah

c. Mobilisaasi tenaga
kependidikan non guru untuk
mengisi kekurangan di sekolah

2. Pengelolaan Sarana dan a.

Prasarana

Memantau kondisi sarana dan
prasarana yang ada di sekolah

b. Mobilisaasi bantuan sarana dan
prasaran sekolah

c. Mengkoordinasi dukungan
sarana dan prasarana sekolah




d. Mengevaluasi pelaksanaan
dukungan sarana dan
prasarana sekolah

3. Pengelolaan Anggaran a. Memantau kondisi anggaran
pendidikan di sekolah

b. Mobilisaasi dukungan terhadap
anggaran pendidikan  di
sekolah

c. Mengkoordinasi dukungan
terhadap anggaran pendidikan
di sekolah

d. Mengevaluasi pelaksanaan
dukungan anggaran di sekolah

3) Komite Sekolah Sebagai Badan Pengontrol (Controlling Agency)
Indikator kinerja Komite Sekolah dalam perannya sebagai

badan pengontrol dapat diamati pada Tabel 3.

Peran Komite Fungsi Manajemen Indikator Kinerja
Sekolah Sekolah

Badan Pengontrol [I. Mengontrol Perencanaan a. Mengontrol proses pengambilan

(Controlling Pendidikan di Sekolah keputusan di sekolah

Agency) b. Mengontrol kualitas kebijakan di
sekolah

C. Mengontrol proses perencanaan

pendidikan di sekolah

d. Pengawasan terhadap kualitas
perencanaan sekolah

€. Pengawasan terhadap kualitas
program sekolah

2. Memantau pelaksanaan|a. Memantau organisasi sekolah
program sekolah

b. Memantau penjadwalan program
sekolah

c. Memantau alokasi anggaran
untuk  pelaksanaan program
sekolah

d. Memantau partisipasi  stake-
holder  pendidikan dalam
pelaksanaan program sekolah

o

3. Memantau output
pendidikan

Memantau Hasil Ujian Akhir

b. Memantau Angka Partisipasi
Sekolah

c. Memantau Angka Mengulang
Sekolah
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d. Memantau angka bertahan di
sekolah

4) Komite Sekolah Sebagai Mediator (Mediator Agency)

Indikator kinerja Komite Sekolah dalam perannya sebagai

penghubung dapat diamati pada Tabel 4.

Peran Komite

Fungsi Manajemen

Indikator Kinerja

Sekolah Sekolah
Badan 1. Perencanaan Menjadi penghubung antara komite
Penghubung sekolah dengan masyarakat, komite
(Mediator sekolah dengan sekolah, dan komite
Agency) sekolah dengan dewan pendidikan

Mengidentifikasi aspirasi masyarakat
untuk perencanaan pendidikan
Membuat usulan kebijakan dan
program pendidikan kepada

sekolah

2. Pelaksanaan

Program

. Mensosialisasikan

. Memfasilitasi

kebijakan  dan
program sekolah kepada masyarakat
berbagai  masukan
kebijakan program terhadap sekolah

. Menampung pengaduan dan keluhan

terhadap kebijakan dan
sekolah

program

. Mengkomunikasikan pengaduan dan

keluhan masyarakat terhadap sekolah

3. Pengelolaan

Sumber
Pendidikan

Daya

. Mengidentifikasi kondisi sumber daya

di sekolah

. Mengidentifikasi sumbersumber daya
masyarakat

. Memobilisasi bantuan  masyarakat
untuk pendidikan di sekolah

. Mengkoordinasikan bantuan
masyarakat.

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada
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suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai
metode alamiah.'?

Secara khusus penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
fenomenologis. Pendekatan fenomenologi adalah suatu usaha untuk
memahami individu atau kehidupan maupun pengalaman seseorang
melalui persepsi mereka, untuk mengetahui dunia yang dijalani oleh
individu maka perlu mengenal persepsi mereka terhadap sesuatu. "
Ditinjau dari tempatnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan
(field research).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang sifatnya menjelaskan situasi
atau kejadian-kejadian tertentu dan berusaha untuk memutuskan
pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data.'* Dalam hal ini
rancangan penelitian yang peneliti lakukan adalah studi multi kasus yakni
bertujuan untuk menggali data secara mendalam tentang obyek dalam dua
lingkup lokasi yang terbatas, yang mana keduanya memiliki perbedaan

karakteristik masing-masing.

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam penelitian ini bertindak sebagai instrument sekaligus
sebagai pengumpul data. Sedangkan instrument selain manusia dapat
pula digunakan, namun fungsinya tersebut sebagai pendukung dan
pembantu dalam penelitian. Menurut Moleong kedudukan peneliti dalam
penelitian kualitatif sekaligus merupakan  perencana, pelaksana
pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya menjadi

pelapor hasil penelitian."

"2 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003),

3

" Lisya Chairani dan M.A. Subandi, Psikologi Santri Penghafal Al-Qur’an: Peranan Regulasi
Diri (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 52.
"“Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 44.

S Moleong J. Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, 121
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3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan
penelitian. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah MTs
Ma’arif NU Kota Blitar yang letaknya cukup strategis yaitu di Jalan yang
terletak di sebelah utara pusat kota Blitar, yang lebih tepatnya di jalan
Ciliwung 56 Blitar Kelurahan Bendo Kecamatan Kepanjenkidul Kota
Blitar Propinsi Jawa Timur Kode Pos 66116 Telepon/Fax. (0342) 807123
Email: mtsnu_blt@yahoo.co.id yang lokasinya + 3 km dari pusat kota
Blitar."® Dan SMP Islam Sunan Gunung Jati, alamat sekolah: J1 Raya I
Gg. PDAM Ngunut Tulungagung, Kode Pos: 66292 Telepon/Fax.: (0355)
398701 - 396335 - .

4. Data dan Sumber Data

Data yang digali dalam penelitian ini berbentuk data kualitatif
yang diperoleh dari sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana
data itu diperoleh. Sumber data diklasifikasikan menjadi tiga yaitu person
(orang), place (tempat), dan paper (simbol). Person yaitu sumber
data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui
wawancara. Place yaitu sumber data yang menyajikan tampilan
berupa keadaan diam dan bergerak. Sedangkan paper adalah sumber
data yang berupa huruf, angka, gambar, atau simbol lain."®

Sumber data person yang utama dalam penelitian ini adalah
kepala sekolah. Alasan ditetapkannya kepala sekolah sebagai
informan kunci karena kepala sekolah sebagai pihak yang paling
banyak mengetahui informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
Peneliti juga akan mencari informan lain yang dianggap dapat
melengkapi informasi yang dibutuhkan yaitu guru, staf, dan siswa.
Adapun sumber data place dalam penelitian ini berupa kelengkapan

fasilitas fisik sekolah, aktivitas, dan kinerja yang diamati melalui

' Dokumentasi MTs Maarif NU Kota Blitar 2015

" Dokumentasi SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut 2015

'8 Suharsimi Arikunto, prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta,
2002), 172
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teknik observasi partisipan. Sedangkan sumber data paper berupa

dokumen yang relevan dengan masalah penelitian yang dijaring

melalui teknik dokumentasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a)

b)

Pengamatan Terlibat (Participant Observation)

Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka
mengumpulkan data dalam suatu penelitian yang merupakan hasil
perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari
adanya suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan
atau fenomena sosial dan gejala psikis dengan jalan mengamati dan
mencatat. "’

Wawancara Mendalam (Indepth Interview)

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data dengan interview
pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.”’ Teknik
wawancara terdiri atas tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur
(structured interview), wawancara semi terstruktur (semistructured
interview) dan tidak terstruktur (unstructured interview).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara jenis
kedua dan ketiga. Hal ini mengingat penelitian ini berusaha untuk
mencari persepsi, pendapat, motivasi dan hal-hal khas lainnya yang
bersifat ilmiah.

Dokumentasi (Documentation)

Yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari
sumber non insani. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi,
peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku,
majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan juga

.21
catatan harian.

"Mardalis, Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 23.

O1pid., 32.

2Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), 158.
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6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam
pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat
kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang
lain.”* Penelitian ini menggunakan model analisis data yang diadaptasi
dari analisis data kualitatif Miles & Huberman seperti yang dikutip oleh
Syaiful Sagala yaitu alur analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang
terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data (data
display), serta verifikasi (verification) dan penarikan simpulan akhir
(drawing conclution).”® Sedangkan dalam rancangan penelitian ini
menggunakan rancangan multi kasus sehingga analisis datanya meliputi

analisis kasus tunggal dan dilanhutkan analisis multi kasus.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan
credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal),
dependability (reliabilitas) dan confirmability (obyektifit'cls).24 Dalam
penelitian ini menggunakan kredibilitas data yang meliputi perpanjangan
pengamatan, triangulasi, dan member check. Dalam pengujian
transferabilitas, peneliti meminta beberapa rekan Akademisi Pascasarjana
IAIN Tulungagung, dosen pembimbing dan praktisi pendidikan untuk
membaca draf laporan penelitian guna mengecek pemahaman mereka
mengenai arah hasil penelitian ini. Uji dependabilitas dalam penelitian ini
dilakukan dengan mengadakan audit terhadap keseluruhan proses

penelitian apakah sudah benar-benar sesuai dengan arah penelitian yang

**Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 244.
* Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010),

273.

** Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)
(Bandung: Alfabeta, 2010), 367
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dituju. Kepastian mengenai tingkat obyektivitas hasil di dalam penelitian
ini sangat tergantung pada persetujuan beberapa informasi terhadap
pandangan, pendapat, dan penemuan penelitian.
Tahap-tahap Penelitian

Menurut Meleong sebagaimana dikutip oleh Ahmad Tanzeh,
tahapan penelitian meliputi tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan
dan tahap analisis data, hingga tahap pelaporan hasil penelitian.”> Dalam
tahap pra lapangan, peneliti melakukan persiapan yang terkait dengan
kegiatan penelitian, yaitu dengan mengirim surat ijin ke tempat penelitian
dan melakukan pra-wawancara untuk memastikan bahwa di lokasi
tersebut terdapat data yang diperlukan. Setelah surat izin mendapat
balasan dari lembaga yang hendak diteliti, selanjutnya peneliti masuk
pada tahap pekerjaan lapangan. Pada tahap ini peneliti menggali data
langsung di lapangan. Sambil mengumpulkan data, peneliti melakukan
analisis terhadap hasil temuan data untuk melihat data yang kurang dan
membuang data yang tidak diperlukan. Setelah tahap analisis, selanjutnya
yaitu tahap pelaporan. Apabila pada tahap pelaporan, ternyata terdapat
data atau informasi baru, maka peneliti kembali lagi ke lokasi penelitian
sampai data yang diperoleh sudah jenuh atau tidak terdapat data baru

terkait dengan tema penelitian.

D. HASIL PENELITIAN

1.

Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pertimbangan (Advisory
Agency) dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (Advisory
agency) adalah memberikan pertimbangan terkait penentuan dan
pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam hal sarana prasarana yang
mendukung kegiatan akademik maupun non akademik. Pada bidang
akademik memprioritaskan kenyamanan proses KBM antara guru dan

murid termasuk sarana prasarana yang mendukung proses belajar

% Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode..., 170.
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mengajar di sekolah. Format yang dikemas dalam pertimbanagn ini,
karena komite sekolah adalah sebagai mitra dan partner sekolah, maka
yang bisa dilakukan adalah bagaimana pertimbangan yang akan
dilakukan apabila input madrasah melebihi kapasitas yang ada dengan
memberikan penambahan ruang kelas. Hal tersebut sesuai yang
dikemukakan Satori yang dikutip oleh Syaiful Sagala bahwa komite
sekolah merupakan partner sekolah yang secara bersama-sama
mengupayakan kemajuan bagi sekolah itu. Program-program akademik
yang ditujukan pada kepentingan para peserta harus mendapat dukungan
dari komite kepala sekolah, sehingga program tersebut dapat
dilaksanakan dengan ketersediaan biaya yang diperlukan. Membangun
saling pengertian yang baik, komunikasi yang sehat perlu dibangun
antara sekolah dengan komite sekolah.*®

Sarana prasarana sangat penting untuk menyelenggarakan
pembelajaran yang menyenangkan (PAKEM). Dalam MBS, srategi
pembelajaran yang digunakan juga berpusat pada peserta didik dengan
(PAKEM) berbasis TI, dan membentuk karakter. Komite sekolah perlu
memberikan pertimbangan juga terhadap sekolah mengenai pembelajaran
yang baik, salah satunya menggunakan PAKEM. PAKEM adalah
singkatan  dari  Pembelajaran  Aktif, Kreatif, Efektif, dan
Menyenangkan.”’

Dari paparan diatas dapat dikatakan bahwa peran komite sebagai
badan pertimbangan pada hasil penelitian kedua lembaga tersebut yaitu
telah memberikan pertimbangan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan terkait dengan sarana-prasarana untuk
menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan (PAKEM).
2. Pengembangan kurikulum, khususnya pada kurikulum muatan lokal.

3.  Memberikan masukan serta mengesahkan RAPBS.

%0 Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Bandung: Alfabeta,
2013), 243.
z Depdiknas, Pemberdayaan Komite Sekolah: Modul 3 (Jakarta: Depdiknas, 2006), 32.
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4. Dan pertimbangan terhadap kompetensi sumber daya satuan
pendidikan.

Sesungguhnya komite sekolah selaku pemberi pertimbangan dalam
penentuan dan pelaksanan kebijakan pendidikan di tingkat satuan
pendidikan, minimal memberikan masukan, pertimbangan dan
rekomndasi kepada satuan pendidikan, diperlukan informasi-informasi
yang didasarkan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan
sumberdaya pendidikan di masyarakat sekitar sekolah.

2. Menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberi masukan,
pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah.

3. Menyampaikan masukan, pertimbangan atau rekomendasi secara
tertulis kepada sekolah.

4. Memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka
pengembanagn KTSP.

5. Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan
mutu pembelajaran.

6. Memberikan pertimbanagn kepada sekolah untuk menyelenggarakan
pembelajaran yang menyenangkan (PAKEM).

7. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam
penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan
pendidikan di sekolah.

8. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam
penyusunan RAPBS.”

Dalam hal tersebut komite sekolah memiliki peran sebagai badan
pertimbangan terhadap implementasi MBS, sebagaimana tujuan dari
implementasi MBS itu sendiri yaitu mengembangkan peran serta

masyarakat yang lebih aktif dalam masalah umum persekolahan dari

B Depdiknas, Pemberdayaan Komite Sekolah: Modul 1 (Jakarta: Depdiknas, 2006), 16.
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unsur komite sekolah dalam membantu peningkatan mutu sekolah.”
Ketika lembaga pendidikan menerapkan MBS dengan segala otonomi
yang diberikan, maka lembaga perlu melibatkan masyarakat atau komite
sebagai penasehat dan badan pertimbangan dalam pengambilan berbagai
kebijakan sekolah. Komite sekolah dapat memberikan nasehat dan
pertimbangan terkait dengan pengembangan program sekolah
berdasarkan permintaan atau usulan dari masyarakat luas. Dengan
demikian lembaga akan dapat mengimplementasikan MBS dengan baik
sesuai dengan kebutuhan masyarakat beserta dengan dukungan
masyarakat.

2. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pendukung (Supporting

Agency) dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

Wujud peran komite sekolah sebagai badan pendukung (supporting
Agency) yaitu baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga
dalam penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan paparan data dari hasil penelitian kedua lembaga
tersebut yang dapat dikatakan bahwa peran komite sebagai badan
pendukung meliputi ranah finansial, kompetensi guru, dan pengelolaan
anggaran. Komite sekolah sebagai pendukung baik yang berwujud
finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan
di satuan pendidikan, minimal dalam mendorong tumbuhnya perhatian
dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang
bermutu, dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan secara berkala dengan stakeholder di
lingkungan sekolah

2. Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha/industry untuk
mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu.

3. Memotivasi masyarakat kalangan menengah ke atas untuk

berpartisipasi dalam pendidikan, seperti:

*? Sri Minarti, Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri (Jogjakarta:
Ar-Ruzz Media, 2012), 69.
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a. Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha/industri
dalam penyediaan sarana/prasarana serta biaya pendidikan untuk
masyarakat tidak mampu.

b. Ikut memotivasi masyarakat untuk melaksanakan kebijakan
pendidikan sekolah.*

Dalam hal tersebut komite sekolah memiliki peran sebagai
pendukung terhadap implementasi MBS, sebagaimana tujuan dari
implementasi MBS itu sendiri yaitu peningkatan mutu yang diperoleh
melalui partisipasi orangtua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan
sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah,
berlakunya sistem insentif dan disinsentif.” Dalam hal tersebut komite
berperan dalam menjaring partisipasi masyarakat atau orang tua dengan
pembiayaan untuk pengembangan mutu pendidikan. Selain itu komite
juga berperan dalam pengembangan kompetensi guru sebagaimana
tujuan implementasi MBS salah satunya yaitu mengembangkan
kemampuan kepala sekolah bersama guru dan unsur komite sekolah
dalam pelaksanaan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, baik di
sekolah maupun di lingkungan masyarakat setempat.’> Ketika lembaga
pendidikan menerapkan MBS dengan segala otonomi yang diberikan,
maka lembaga perlu melibatkan masyarakat atau komite sebagai
pendukung setiap kebijakan yang diambil sebagai bentuk tanggungjawab
lembaga terhadap masyarakat dan juga sebagai bentuk partisipasi
masyarakat dalam implementasi MBS agar dapat meningkatkan mutu
pendidikan.

3. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pengontrol (Controlling
Agency) dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

Peran komite sekolah sebagai badan pengontrol dalam

implementasi MBS meliputi: mengontrol perencanaan pendidikan di

sekolah, mengontrol proses pengambilan keputusan kepala sekolah,

* Depdiknas, Pemberdayaan Komite. .., 16.
3 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah..., 25.
32 Sri Minarti, Manajemen Sekolah...., 69



20

mengontrol penggunaan alokasi dana pendidikan, dan memantau output
sekolah.

Dari paparan data yang berdasarkan pada laporan hasil penelitian
pada kedua lembaga tersebut dapat dikatakan bahwa peran komite
sebagai badan pengontrol meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah
a. Mengontrol proses pengambilan keputusan di sekolah
b. Mengontrol kualitas kebijakan pendidikan
c. Mengontrol proses perencanaan pendidikan di sekolah
d. Pengawasan terhadap kualitas perencanaan sekolah
e. Pengawasan terhadap kualitas program sekolah
2. Memantau pelaksanaan program sekolah
a. Memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah
b. Memantau partisipasi stakeholder pendidikan dalam pelaksanaan
program sekolah
¢. Memberikan saran dan masukan terhadap kinerja sekolah
3. Memantau out put pendidikan
a. Memantau hasil ujian akhir
b. Memantau hasil prestasi pada bidang akademik maupun non
akademik.
c. Memantau alumni dari lulusan sekolah.

Komite sekolah selaku pengontrol dalam rangka transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan
pendidikan. Minimal melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap
kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan dari
satuan pendidikan. Dalam bentuk kegiatan-kegitan sebagai berikut:

1. Meminta penjelasan sekolah tentang hasil belajar siswa di sekolah.
2. Mencari penyebab ketidak berhasilan belajar siswa, dan memperkuat

berbagai hal yang menjadi keberhasilan belajar siswa.
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3. Menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada
stakeholder secara periodic, baik yang berupa keberhasilan maupun
kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.

4. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan masyarakat
baik berupa materi, maupun non materi kepada masyarakat dan
pemerintah setempat.®

Dalam Suharsimi Arikunto, terdapat banyak pendapat yang dapat
dijadikan sebagai rujukan untuk mendefinikan evaluasi anatara lain:

1. Suchman dan Anderson; evaluasi sebagai sebuah proses menentukan
hasil yang telah direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.

2. Worthen dan Sanders; evaluasi adalah kegiatan untuk mencari sesuatu
yang berharga, termasuk informasi yang bermanfaat dalam menilai
keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternative
strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan.

3. Stufflebeam dan  Fernandes; evaluasi merupakan  proses
penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang sangat
bermanfaat bagi pengambilan keputusan dalam menentukan alternatif
keputusan.™

Komite sekolah untuk menjalankan peran evaluasi dan pengawasan
ini dibutuhkan kerjasama berdasarakan pada tugas pada masing-masing
yang di emban dan juga sesuai dari hasil rapat penyusunan struktur
lembaga atau komite sekolah. Jadi dari segi kepengurusan komite
sekolah tidak terfokus pada beberapa orang saja, tetapi semua pengurus
berjalan dan mendapatkan tugas sendiri-sendiri dan akan lebih efektif
untuk menjalankan tugasnya.

Dalam hal tersebut komite sekolah memiliki peran sebagai badan
pengontrol terhadap implementasi MBS, sebagaimana MBS dapat
dicerminkan dalam aspek satrategis manajemen yaitu Dalam MBS gaya

pengambilan keputusan pada tingkat sekolah adalah melalui pembagian

» Depdiknas, Pemberdayaan Komite sekolah. .., 17.
** Suharsimi Arikunto, Cepi Safrudin, Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan (Jakarta: Bumi
Aksara, 2007), 1.
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kekuasaan (power sharing) atau partisipasi (participation).35 Dalam hal
tersebut komite sekolah berperan dalam mengontrol pengambilan
keputusan kepala sekolah dari gaya pembangian kekuasaan dan
partisipasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu komite juga
berperan dalam memantau output sekolah sebagaimana karakteristik
MBS mencangkup karakteritik output yang diharapkan sekolah yaitu
prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan
manajemen di sekolah. Output bisa berupa prestasi akademik maupun
prestasi non akademik.’® Ketika lembaga pendidikan menerapkan MBS
dengan segala otonomi yang diberikan, maka lembaga perlu melibatkan
masyarakat atau komite sebagai penngontrol setiap kebijakan yang
diambil sebagai bentuk tanggungjawab lembaga terhadap masyarakat dan
juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam implementasi MBS
agar dapat meningkatkan mutu pendidikan.

4. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Penghubung (Mediator
Agency) dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

Berkaitan dengan peran komite sekolah sebagai mediator, komite
sekolah melaksanakan beberapa aktivitas. Aktivitas-aktivitas tersebut
mencangkup hal-hal: menghubungkan sekolah dengan orang tua siswa
dan masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, dan mediasi dengan
instansi-instansi lain.

Berdasarkan paparandari hasil penelitian kedua lembaga dapat
dikatakan bahwa peran komite sebagai badan pengontrol dalam
implentasi MBS meliputi:

1. Perencanaan
a. Menjadi pengubung antara komite sekolah, komite sekolah dengan
sekolah, alumni, dan pemerintah.
b. Mengidentifikasi  aspirasi masyarakat untuk perencanaan

pendidikan .

35 Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah..., 57
3% Rohiat, Manajemen Sekolah..., 58.
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¢. Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan di sekolah.

2. Pelaksanaan program
a. Mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah kepada

masyarakat.

b. Memfasilitasi berbagai masukan kebijakan program terhadap
sekolah.

c. Menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan
program sekolah.

d. Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap
sekolah.

3. Pengelolaan sumber daya pendidikan
a. Mengidentifikasi kondisi sumberdaya di sekolah.

b. Mengidentifikasi sumber-sumber daya masyarakat.

c. Memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah
dalam bentul materi atau non materi.

d. Mengkoordinasikan bantuan masyarkat.

Komite sekolah sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif)
dengan masyarakat di satuan pendidikan, paling tidak melakukan
kegiatan-kegiatan seperti:

1. Melakukan kerjasama dengan masyarakat baik perorangan, organisasi
pemerintah dan kemasyarakatan yang bermutu.

a. Membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh
stakeholder pendidikan di sekitar sekolah.

b. Mengadakan penjajagan tentang kemungkinan untuk dapat
mengadakan kerjasama dengan lembaga lain di luar sekolah untuk
memajukan mutu pembelajaran di sekolah.

2. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai
kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, dalam bentuk:

a. Meyelenggarakan kuesioner untuk memperoleh masukan, saran dan

ide kreatif dari stakeholder pendidikan di sekitar sekolah.
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b. Menyampaikan laporan kepada masyarakat secara tertulis tentang
hasil pengamatannya terhadap perkembangan pendidikan di daerah
sekitar sekolahnya.”’

Dalam hal tersebut komite sekolah memiliki peran sebagai bada
mediator terhadap implementasi MBS, sebagaimana salah satu
komponen dari MBS adalah manajemen hubungan sekolah dan
masyarakat, maksud dari hubungan sekolah dan masayarakat tersebut
karena sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat
dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan
efisien. Sebaliknya sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau
pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan.
Agar tecipta hubungan kerja sama yang baik antara sekolah dan
masyarakat, masyarakat perlu mengetahui dan memiliki gambaran yang
jelas tentang sekolah yang bersangkutan.®® Dalam hal tersebut komite
berperan dalam melakukan komunikasi yang baik dalam bentuk formal
atau informal antara komite dan masyarakat khususnya wali murid yang
pada akhirnya untuk mewujudkan pengembangan mutu sekolah. Selain
itu komite juga berperan dalam menampung aspirasi masyarakat
sebagaimana sekolah yang menerapkan MBS memiliki karakteristik
bahwa partisipasi warga sekolah dan masyarakat merupakan bagian
kehidupannya. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa makin tinggi
tingkat partisipasi, makin besar rasa memiliki, makin besar pula rasa
tanggung jawab dan makin besar pula rasa dedikasinya.” Ketika lembaga
pendidikan menerapkan MBS dengan segala otonomi yang diberikan,
maka lembaga perlu memberkan wahana penjaringan aspirasi masyarakat
yang melibatkan masyarakat atau komite sebagai mediasi setiap
kebijakan yang diambil sebagai bentuk tanggungjawab lembaga terhadap
masyarakat dan juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam

implementasi MBS agar dapat meningkatkan mutu pendidikan.

*" Depdikna, Pemberdayaan Komite..., 17.
¥ Mulyasa, Manajemen berbasis sekolah ..., 50-52.
¥ Rohiat, Manajemen Sekolah..., 60.
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E. KESIMPULAN

1.

Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pertimbangan (Advisory Agency)

dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah meliputi hal-hal

berikut:

a.

Memberikan pertimbangan terkait penentuan dan pelaksanaan
kebijakan pendidikan dalam hal sarana prasarana yang mendukung
kegiatan akademik maupun non akademik. Pada bidang akademik
memprioritaskan kenyamanan Kenyamanan proses KBM antara guru
dan murid termasuk sarana prasarana yang mendukung proses belajar
mengajar di sekolah.Format yang dikemas dalam pertimbanagn ini,
karena komite sekolah adalah sebagai mitra dan partner sekolah, maka
yang bisa dilakukan adalah bagaimana pertimbangan yang akan
dilakukan apabila input madrasah melebihi kapasitas yang ada dengan

memberikan penambahan ruang kelas.

. Memberikan pertimbangan pengembangan kurikulum muatan lokal.

Hal ini dilakukan karena menyesuaikan dengan kebijakan yayasan
yang menangui ataupun memeng sudah tradisi sejak awal berdirinya

lembaga tersebut.

. Memberikan masukan serta mengesahkan RAPBS. Masukan yang

diberikan oleh komite sebatas masukan secara umum dan tidak serta

merta mengintimidasi keputusan kepala sekolah.

. Memberi pertimbangan untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya

pendidikan sekolah. Misalnya dalam pengembangan kegiatan
ekstrakurukuler. Hal ini dimaksudkan untuk mewadahi bakat dan

minat siswa.

. Peran komite sekolah sebagai badan pendukung (Supporting Agency)

dalam implementasi manajemen berbasis sekolah meliputi hal-hal

berikut:

a.

Meberikan dukungan dalam hal finansial, komite sekolah berperan

mencarikan alternatif sumber pendanaa untuk penyelenggaraan
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kegiatan pendidikan di sekolah. Bentuk dukungan tersebut dengan

mengajukan proposal permohonan pengembangan fasilitas sekolah.

. Memberikan dukungan dalam hal pemantauan terhadap kondisi

pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki potensi untuk
meningkatkan kualifikasi pendidikannya melalui program beasiswa,
maupun program kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi

yang diselenggarakan dalam lingkup sekolah maupun di luar sekolah.

. Memberikan dukungan dalam hal pengelolaan anggaran pendidikan.

Komite sekolah bersinergi dengan pengelola sekolah dalam
mendukung pengelolaan pendidikan. Namun ada perbedaan dari

kedua sekolah dalam hal pengalokasian anggaran.

. Peran komite sekolah sebagai badan pengontrol (Controlling Agency)

dalam implementasi manajemen berbasis sekolah meliputi hal-hal

berikut:

a.

Mengontrol perencanaan pendikakan di sekolah, komite turut terlibat
dalam rapat perencanakan program kerja lembaga yang dihadiri oleh

seluruh keluarga besar lembaga pendidikan.

. Komite juga mengontrol proses pengambilan kebijakan kepala

sekolah tanpa meintimidasi keputusan sekolah. Kepala sekolah diberi
keleluasaan untuk mengambil kebijakan yang memang sesuai dengan

kebutuhan sekolah dan melaporkannnya kepada komite sekolah.

. Komite sekolah juga memantau proses KBM siswa, pelaksanaan UN,

dan kegiatan ekstrakurikuler dalam pengembangan minat bakat siswa,
karena ekstrakurikuler juga dapat menjadi peluang prestasi yang

membanggakan bagi sekolah.

. Komite sekolah melakukan pengawasan terhadap alokasi anggaran.

Sejauh ini setiap alokasi anggaran yang diajukan oleh sekolah selalu
didukung oleh komite sekolah karena dinilai penggunaannya telah

sesuai dengan sasaran.

. Memantau output sekolah, komite sebagai badan pengontrol

melakukan pengawasan hasil ujian akhir, memantau hasil prestasi
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yang didapat dari bidang akademik atau non akademik. Sedangkan
untuk memantau alumni pihak komite tidak berdiri sendiri, tetapi
dibantu oleh pihak alumni tingkat dan pihak sekolah yang berupa
bentuk lisan dan tertulis. Untuk bentuk tertulis melalui pendataan dari
sekolah.

4. Peran komite sekolah sebagai badan penghubung (Mediator Agency)
dalam implementasi manajemen berbasis sekolah meliputi hal-hal
berikut:

a. Menghubungkan sekolah dengan orang tua siswa. Wujud dalam
hubungan tersebut melakukan koordinasi atau pertemuan-pertemuan
secara formal meskipun tidak rutin dilaksanakan.

b. Komite sekolah berperan dalam menampung aspirasi masyarakat,
dalam hal ini dapat berupa pengaduan, keluhan maupun saran
terhadap kebijakan dalam program pendidikan.

c. Komite sekolah juga melakukan mediasi terhadap instansi lain.
Instansi disini yang dimaksud adalah alumni, dan kalangan pejabat

pemerintah.
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